WALI KOTA BANJARMASIN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR °7 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBERIAN RELAKSASI KEPADA PEDAGANG YANG TERDAMPAK MUSIBAH
KEBAKARAN DI PASAR MILIK PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

Menimbang:

Mengingat:

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

bahwa dalam rangka percepatan pemulihan menuju
normalisasi aktivitas perdagangan pada pasar milik
Pemerintah Kota yang terbakar, sehingga berimplikasi
pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan
masyarakat;

bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana, perlu diatur tentang Pemberian Relaksasi
Kepada Pedagang Yang Terdampak Musibah
Kebakaran Di Pasar Milik Pemerintah Kota
Banjarmasin;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian
Relaksasi Kepada Pedagang Yang Terdampak Musibah
Kebakaran Di Pasar Milik Pemerintah Kota
Banjarmasin

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023



tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4727);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
secbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi
Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
Undang-Undnag Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



Menetapkan:

10.

11.

12,

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 688);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036}
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2024
Tentang  Pengelolaan Hibah  Rehabilitasi dan
Rekontruksi Pasca bencana (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 256);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun
2015 tentang Pengelolaan Pasar Dalam Daerah
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2015
Nomor 16);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023
Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN
RELAKSASI KEPADA PEDAGANG YANG TERDAMPAK
MUSIBAH KEBAKARAN DI PASAR MILIK PEMERINTAH
KOTA BANJARMASIN.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kota Banjarmasin.

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.

. Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang selanjutnya disebut Disperdagin

adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin.

. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah

sebagai pemabyaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan
orang Pribadi atau badan.

. Kebakaran adalah peristiwa terbakarnya sesuatu (rumah, hutan, dan

sebagainya).

BAB II
RELAKSASI

Pasal 2

(1) Relaksasi adalah penghentian sementara Retribusi sebagai bentuk penanganan

dampak ekonomi akibat kebakaran di pasar milik Pemerintah Kota Banjarmasin.

(2) Relaksasi yang diberikan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), terdiri atas:

a. penghentian sementara Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pelayanan
Kebersihan;

b. penghentian Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pelayanan Kebersihan
hanya diberikan kepada pedagang pasar yang menempati toko/kios/bak
pasar milik Pemerintah Kota Banjarmasin yang terbakar;

c. pasar milik Pemerintah Kota Banjarmasin yang terdampak kebakaran
adalah Pasar Lima Tahap I dan Pasar Lima Tahap II;

d. penghentian Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pelayanan Kebersihan
hanya untuk retribusi yang sifatnya bulanan, sejak bulan Agustus tahun
2024 sampai pulihnya aktivitas perdagangan.

Pasal 3

Penghentian Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pelayanan Kebersihan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), akan dievaluasi sesuai kondisi yang
terjadi terhadap perkembangan dan pemulihan perekonomian terhadap para
pedagang yang terdampak kebakaran.

BAB III
PENUTUP

Pasal 4

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali
Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 14 agustus 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

—A—

IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin

Pada tanggal 14 agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KQTA BANJARMASIN,

/
IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024 NOMOR 4



